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“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum, 
kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
 (QS. Ar Ra’du : 11) 
“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah,niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizqi dari arah 
yang tiada disangka-sangkanya” 
 (QS. Ath-Tholaaq : 2-3) 
Untuk memahami hati dan pikiran seseorang,  
Jangan melihat apa yang telah dia raih. 
 Lihatlah apa yang telah dia lakukan untuk menggapai cita-citanya. 
(Kahlil Gibran) 
Jangan menunggu segalanya benar-benar sempurna baru kemudian 
kita memulai, hal itu takkan terjadi, kita mulai sekarang juga dengan 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : 
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN 
PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT 
PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI 
KOTA SURAKARTA”. 
 Penulis hukum ini membahas tentang sistem outsourcing yang dilakukan 
oleh PT PLN (Persero) Surakarta ditinjau dari aspek hukum yaitu akan membahas 
hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum bagi pekerja yang dimuat 
dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara PT PLN 
dengan PT Radite Kasih Julung Kembang Surakarta. 
 Saat ini belum banyak Peneliti atau Penulis yang mengungkapkan masalah 
sistem outsourcing di Indonesia. Hal ini karena sistem outsourcing relatif baru 
bahkan belum ada peraturan mengenai pengertian outsourcing. Oleh karena itu, 
dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan 
berbagai informasi tentang outsourcing baik secara teoritis (literatur kepustakaan) 
maupun secara praktis meminta keterangan para pelaku usaha yang menggunakan 
sistem outsourcing khususnya di PT PLN (Persero) Surakartaa. Ternyata belum 
banyak literatur kepustakaan yang mengkaji sistem outsourcing ditinjau dari 
perlindungan hukum. Sebagian besar masyarakat (kalangan akademisi, mahasiswa 
dan praktisi bisnis) juga banyak yang belum mengenal dan paham mengenai 
sistem outsourcing dan perlindungan pekerja outsourcing. Walaupun dengan data 
dan informasi yang relatif terbatas, penulis tetap berusaha menyelesaikan 
penulisan hukum ini sebagai informasi awal tentang sistem outsourcing di 
Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara 
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MARIYATUL QIBTIYAH. E0004216. 2007. PERLINDUNGAN HUKUM 
BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN 
SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT 
RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI KOTA SURAKARTA. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban bagi 
PT. PLN (Persero) maupun PT. Radite Kasih Julung Kembang Surakarta yang 
dimuat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing. Untuk 
mengetahui apa saja hak dan kewajiban pekerja yang dimuat dalam perjanjian 
kerja dengan PT. Radite Kasih Julung Kembang Surakarta. Dan untuk mengetahui 
apakah pekerja memperoleh perlindungan hukum dalam perjanjian pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Radite Kasih 
Julung Kembang Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila 
dilihat tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi 
penelitian di PT PLN (Persero) Cabang Surakarta, PT Radite Kasih Julung 
Kembang Surakarta dan Perpustakaan Kantor Disnakertrans Kota Surakarta . 
Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui buku-
buku ilmiah, peraturan perundang- undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya yang 
berbentuk tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Beberapa data 
dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Kepala Seksi Bagian Umum, Bagian 
Humas dan Personalia PT. PLN (Persero), Kepala Seksi Bagian Umum dan 
Personalia  PT. Radite Kasih Julung Kembang serta Pegawai Pengawas Disnaker 
Surakarta. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode 
interpretasi bahasa (gramatikal) peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum. 
Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan utama peneliti digunakan 
silogisme deduksi. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan ketenagakerjaan 
ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa hukum sebagai premis 
minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan (premis konklusi). 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang di 
outsource-kan dari PT PLN kepada PT Radite Kasih Julung Kembang adalah 
pekerjaan pembacaan meter yang dimuat dalam perjanjian jasa pemborongan, 
yang didalamnya dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Pekerja sudah 
memperoleh kepastian hukum dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan 
secara outsourcing antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Radite Kasih Julung 
Kembang Surakarta. Ada suatu keunikan dalam sistem outsourcing yang 
dilakukan PT PLN (Persero) yaitu adanya pasal dalam perjanjian yang 
mengatakan “......Dalam hal perjanjian tersebut berakhir maka secara otomatis 
tenaga kerja tetap akan menjadi tenaga kerja tetap perusahaan yang menggantikan 
dengan hak yang sama.” Jadi apabila masa kontrak kerja sama antara PT PLN 
dengan PT Radite Kasih Julung Kembang telah berakhir dan tidak diperpanjang 
lagi maka pekerja tetap menjadi tenaga kerja tetap perusahaan yang menggantikan 
PT Radite Kasih Julung Kembang. 
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 Implikasi teoritis penelitian ini adalah sesuai dengan salah satu teori 
penemuan hukum, Begriffsjurisprudenz yang mengatakan bahwa hukum dilihat 
sebagai satu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya yang mengatur semua 
perbuatan sosial sehingga mendorong timbulnya positivisme hukum. Dari 
penelitian ini dapat dilihat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan belum 
mencakup secara terperinci tentang outsourcing, baik itu pengertian, syarat, serta 
batasan-batasan pekerjaan yang dapat dioutsourcing sehingga. perlu dibuatnya 
suatu aturan atau undang-undang mengenai outsourcing. Implikasi praktisnya 
adalah hasil penelitian ini dapat dipakai PT PLN (Persero) maupun perusahaan-
perusahaan lain sebagai rujukan dalam penataan ulang outsourcing di lingkungan 
PT PLN (Persero). Penataan ulang ini sekaligus ditujukan sebagai kontrol 
terhadap keberadaan tenaga kerja di lingkungan PT PLN (Persero) sehingga 
dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta 


























A.  Latar Belakang Masalah  
Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi membawa dampak timbulnya 
persaingan usaha yang sangat ketat. Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk 
memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif dalam menciptakan 
iklim usaha yang kondusif agar mampu membuka peluang investasi baru dan 
memajukan usaha-usaha yang telah ada. Untuk itu diperlukan suatu perubahan 
struktural dalam pengelolaan usaha agar menjadi lebih efektif, efisien dan 
produktif. 
Beberapa tahun terakhir ini muncul kecenderungan penggunaan 
outsourcing. Outsourcing diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentang outsourcing dalam undang-undang 
tersebut pada satu sisi telah menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru 
yang bergerak di bidang jasa, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan-
perusahaan yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa 
perusahaan outsourcing untuk memproduksi produk-produk atau jasa-jasa tertentu 
yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan (Sehat 
Damanik, 2006 : 2). 
Penggunaan sistem outsourcing ini sudah menjadi trend tersendiri di 
berbagai perusahaan. Banyak perusahaan besar yang mempekerjakan pekerja 
dengan menggunakan sistem outsourcing, baik yang berstatus swasta nasional 
atau perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dan bahkan di instansi-instansi 
pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan 
efisiensi biaya produksi (cost of production). Perusahaan berusaha untuk 
menghemat pengeluaran dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
bekerja di perusahaannya. Hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi yang 
tidak memungkinkan perusahaan untuk memberi gaji kepada pekerja tetap dalam 
jumlah banyak. 
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Pada dasarnya tidak semua jenis pekerjaan dapat diberikan dengan 
menggunakan sistem outsourcing. Outsourcing hanya dapat dilakukan pada jenis 
pekerjaan tertentu saja, seperti pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang 
perusahaan. Namun, dalam praktek sehari-hari jenis pekerjaan tertentu itu tidaklah 
terlalu diperhatikan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja dan juga perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang 
menggunakan tenaga outsourcing untuk seluruh jenis pekerjaan. 
Selama ini penerapan sistem outsourcing lebih banyak merugikan pekerja 
atau buruh. Hal ini dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam bentuk tidak 
tetap atau kontrak, upah lebih rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya 
perlindungan kerja serta jaminan pengembangan karir. Maka dari itu diperlukan 
suatu perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap pekerja yang dijamin 
negara, yang apabila hak tersebut dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi 
hukum (Artikel Muzni Tambusai,2006: http://www.nakertrans.go.id). 
Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja adalah 
dengan adanya pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Perjanjian kerja 
dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja ini menimbulkan hubungan kerja 
antara pengusaha dengan pekerja. Dalam perjanjian kerja diatur mengenai hak dan 
kewajiban antara pemberi kerja dengan penerima kerja. 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), diserahi tugas untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 
Dalam menjalankan tugasnya, PT. PLN (Persero) melakukan sistem outsourcing 
bekerjasama dengan PT. Radite Kasih Julung Kembang. Perusahaan ini 
merupakan salah satu perusahaan jasa pemborongan pekerjaan secara outsourcing 
di Kota Surakarta. Bentuk pekerjaan yang dilimpahkan kepada perusahaan jasa 
outsourcing tersebut adalah pembacaan meter yang pelimpahannya melalui suatu 
perjanjian jasa pemborongan pekerjaan. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian yang berkaitan dengan sistem outsourcing yang   
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dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan PT. Radite Kasih Julung Kembang di 
Surakarta. Oleh karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan judul 
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN 
PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT 
PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI 
KOTA SURAKARTA”. 
B.  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap 
dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 
identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang 
sangat penting dalam setiap tahapan penelitian. Perumusan masalah yang jelas 
akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, 
waktu, tenaga penelitian dan penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin 
dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004: 62). 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak 
diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :   
1. Apa hak dan kewajiban bagi PT. PLN (Persero) maupun PT. Radite Kasih 
Julung Kembang Surakarta yang dimuat dalam perjanjian pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing? 
2. Apakah pekerja memperoleh perlindungan hukum dalam perjanjian 
pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara PT. PLN (Persero) 
dengan PT. Radite Kasih Julung Kembang Surakarta? 
C.  Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah di mana berbagai data dan informasi 
dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang 
dihadapi (Soerjono Soekanto, 1994 :2). 
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Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban 
atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi 
kebutuhan (tujuan subyektif). Adapun penelitian ini dilakukan untuk mencapai 
tujuan sebagai berikut : 
1.  Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui apa hak dan kewajiban bagi PT. PLN (Persero) 
maupun PT. Radite Kasih Julung Kembang Surakarta yang dimuat 
dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing. 
b. Untuk mengetahui apakah pekerja memperoleh perlindungan hukum 
dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara 
PT. PLN (Persero) dengan PT. Radite Kasih Julung Kembang 
Surakarta. 
2.   Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data–data sebagai bahan penyusunan penulisan 
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar 
kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai perlindungan 
hukum bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara 
outsourcing khususnya pada PT. Radite Kasih Julung Kembang 
Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian  
Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang 
berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut . Selain itu 
manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian akan menggambarkan nilai dari 
penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1.Manfaat Teoritis 
a. Memberikan tambahan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum di 
bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Hukum 
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Ketenagakerjaan yaitu mengenai sistem pemborongan pekerjaan secara 
outsourcing. 
b. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah literatur di perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2.Manfaat Praktis 
a. Untuk dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dan 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
c. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini. 
E. Metode Penelitian  
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah 
yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 
masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu 
(Sumadi Suryabrata, 2003: 11). 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya ( Soerjono 
Soekanto, 1994: 43).  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian 
normatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata (2003:76 ), 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat 
pencandraan (deskripsi ) mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian. 
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 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro ada 6 (enam) tipe penelitian hukum 
yang dapat dikategorikan sebagai penelitian yang normatif yaitu :  
a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif. 
b. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 
c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto 
bagi suatu peristiwa konkrit. 
d. Penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan 
hukum positif. 
e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 
dari peraturan perundang-undangan hukum positif. 
f. Penelitian perbandingan perundang-undangan hukum positif. 
Penelitian ini merupakan penemuan hukum in concreto, untuk 
menemukan perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian 
pemborongan pekerjaan secara outsourcing di PT. Radite Kasih Julung 
Kembang di Surakarta. 
2. Lokasi penelitian 
Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian yang 
dilakukan penulis, maka penulis melakukan pengambilan data di PT. 
PLN (Persero), PT. Radite Kasih Julung Kembang di Surakarta dan 
Perpustakaan Kantor Disnakertrans Kota Surakarta. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa 
data sekunder yang terdiri dari : 
a. Jenis pekerjaan dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan 
secara outsourcing. 
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b. Hak dan kewajiban bagi PT. PLN maupun PT. Radite Julung 
Kembang Surakarta yang dimuat dalam perjanjian pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing.  
c. Hak dan kewajiban pekerja yang dimuat dalam perjanjian kerja 
dengan PT. Radite Julung Kembang Surakarta. 
d. Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing pada PT. Radite Julung Kembang di 
Surakarta. 
 4. Sumber Data 
Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data 
sekunder yang mencakup yaitu : (Soerjono Soekanto, 1994:52) 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat, bahan hukum primer yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan 
Kerja 
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 
5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Permenakertrans) RI No: KEP-220/MEN/X/2004 tentang 
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
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Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku 
referensi, makalah seminar, perjanjian pemborongan pekerjaan 
secara outsourcing antara PT.PLN (Persero) dengan PT. Radite 
Kasih Julung Kembang Surakarta. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 
bahan    hukum sekunder, contohnya kamus hukum, kamus Bahasa 
Indonesia. 
 5. Teknik Pengumpulan Data 
Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif 
maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi pustaka adalah teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya yang berbentuk 
tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang 
digunakan oleh peneliti antara lain buku-buku mengenai 
ketenagakerjaan, buku-buku mengenai outsourcing, Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan secara outsourcing 
antara PT PLN (Persero) dengan PT Radite Kasih Julung Kembang 
Surakarta, Perjanjian Kerja serta data-data lainnya. Beberapa data 
dimintakan penjelasan dan konfirmasi melalui wawancara dengan 
Kepala Seksi Bagian Umum, Bagian Humas dan Personalia PT. PLN 
(Persero), Kepala Seksi Bagian Umum dan Personalia  PT. Radite Kasih 
Julung Kembang serta Pegawai Pengawas Disnaker Surakarta. 
 6. Teknik Analisis  Data  
Peristiwa konkrit yang dirumuskan dalam permasalahan 
penelitian ini dicarikan solusi hukumnya. Mencari hukum atau undang-
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undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit itu harus 
diarahkan kepada undang-undangnya harus disesuaikan dengan 
peristiwanya yang konkrit. Peristiwa yang konkrit harus diarahkan 
kepada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan 
pada peristiwanya yang konkrit, sedangkan undang-undangnya harus 
disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit (Sudikno Mertokusumo, 
1991:36). 
Dengan metode interpretasi bahasa (gramatikal) peristiwa 
konkrit dijadikan peristiwa hukum. Untuk memperoleh jawaban atas 
permasalahan utama peneliti digunakan silogisme deduksi. Pasal-pasal 
yang terdapat dalam peraturan ketenagakerjaan ditempatkan sebagai 
premis mayor, sedangkan peristiwa hukum sebagai premis minor. 
Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan (premis konklusi) 
mengenai apa bunyi hukumnya in concreto perlindungan pekerja dalam 
perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara PT. PLN 
(Persero) dengan PT. Radite Kasih Julung Kembang di Surakarta. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :  
BAB I   PENDAHULUAN  
Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk 
memberikan gambaran terhadap isi penelitian ini secara 
garis besar.  
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA    
Bab ini akan berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan 
dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi tinjauan 
umum tentang perjanjian secara umum, perjanjian kerja, 
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outsourcing dan perlindungan hukum serta perlindungan 
tenaga kerja khususnya pada perusahaan pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan 
berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun. Yakni 
mengenai sistem outsourcing perusahaan yang sesuai 
dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 hak-hak 
pekerja yang dilindungi, serta pelaksanaan perlindungan 
hukum bagi pekerja dalam sistem pemborongan pekerjaan 
secara Outsourcing pada PT. Radite Kasih Julung Kembang 
di Surakarta. 
BAB IV   PENUTUP  
  Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. 
Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan 
yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran 









TIN JAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori  
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja 
  Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap 
kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Setiap manusia 
mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang 
diharapkan untuk memenuhi. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai 
hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan 
kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. 
Manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan 
kepentingan terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang 
mengancam serta menyerang kepentingan dirinya. Perlindungan 
kepentingan itu baru dirasakan apabila terjadi suatu konflik. Sudikno 
Mertokusumo berpendapat bahwa gangguan kepentingan atau konflik 
haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus karena akan 
mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karenanya 
keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan 
ke keadaan semula atau disebut juga restitutio in integram. Untuk itu 
diperlukan suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan 
bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak 
merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman itu disebut sebagai 
kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun atau adat 
dan kaedah hukum. Dari keempat kaedah sosial tersebut, yang dirasa 
cukup memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia adalah 
kaedah hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum berperan untuk 
memberikan perlindungan kepada anggota  masyarakat (Sudikno 
Mertokusumo,2002:34).     
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Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur 
beberapa pasal untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga 
kerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak 
pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi 
dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya. 
Menurut UU No.13 Tahun 2003, lingkup perlindungan terhadap 
pekerja atau buruh meliputi (Abdul Khakim, 2003 : 60-61) : 
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk 
berunding dengan pengusaha; 
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan 
penyandang cacat; dan 
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial 
tenaga kerja.  
Dalam penulisan ini, Penulis hanya akan menjelaskan pasal-pasal 
yang terkait dengan judul penelitian, terutama terhadap pasal yang 
berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja dalam pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing yaitu pada UU No.13 Tahun 2003 Bab X 
yang mencakup Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan dari Pasal 
77 sampai dengan Pasal 100 (minus Pasal 80-83). 
a. Waktu Kerja 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 
waktu kerja, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (1-4) ; 
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentutan waktu kerja. 
(2) Waktu keja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 
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a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 
(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu; atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu. 
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
(4) Ketetuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau 
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur 
dengan Keputusan Menteri.  
Pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu 
kerja harus mendapat persetujuan dari pekerja yang bersangkutan 
dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 
(tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 
(satu) minggu (Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan). Pengusaha yang memperkerjakan pekerja 
melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(Pasal 78 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003). 
Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 
pekerja, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada ayat (2) waktu 
istirahat dan cuti pada ayat (1) tersebut meliputi : 
a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan 
waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja 
b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja 
dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari 
kerja dalam 1 (satu) minggu 
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c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja 
setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua 
belas) bulan secara terus menerus 
d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-
masing 1 (satu) bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 
6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang 
sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas 
istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 
(enam) tahun. 
Ayat (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
Ayat (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huru d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada 
perusahaan tertentu. 
Ayat (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
diatur dengan Keputusan Menteri. 
Pada Pasal 80 menerangkan perlindungan bagi pekerja 
mengenai kesempatan dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan 
oleh agamanya. 
Pasal 84 menerangkan bahwa “Setiap pekerja/buruh yang 
menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79  ayat (2) huruf   b, c, dan d,  Pasal  80, dan Pasal 82  berhak 
mendapat upah penuh”. 
Untuk pasal 85 menerangkan perlindungan pekerja ketika 
adanya hari libur resmi serta kewajiban pengusaha yang 
memperkerjakan pekerjanya ketika hari libur resmi, 
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 
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(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja 
pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut 
harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus  menerus atau pada 
keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha.  
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan 
pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) wajib membayar  upah kerja lembur.      
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Perlindungan keselamatan kerja terletak pada penjagaan dan 
pengawasaan keselamatan, yang dimaksudkan untuk melindungi 
pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, melindungi keselamatan 
orang lain di tempat kerja dan memelihara sumber produksi agar 
digunakan secara efisien. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 menyebutkan bahwa  
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: 
a. keselamatan dan kesehatan kerja  
b. moral dan kesusilaan  
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai agama. 
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja. 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang  undangan yang 
berlaku. 
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Sedangkan pasal 87 yang terdiri dari dua ayat dapat dilihat 
sebagai berikut: 
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan 
sistem manajemen perusahaan. 
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Pengaturan lebih lanjut mengenai keselamatan kerja dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 
yang mewajibkan kepada pengusaha untuk mengusahakan 
pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu di 
tempat kerja. 
Keselamatan kerja berkaitan dengan kecelakaan kerja yang 
terjadi di tempat kerja. Kecelakaan kerja ini merupakan suatu 
kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan tidak dikehendaki, yang 
mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.Ada 4 
(empat) faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu: 
1) Faktor Manusia  
Disebabkan karena kurangnya keterampilan atau pengetahuan 
pekerjaan serta ditempatkan di bagian tidak sesuai dengan 
keahlian dan keterampilannya. 
2) Faktor Peralatan 
Disebabkan karena pembuatan peralatan dari bahan yang salah, 
seperti seharusnya terbuat dari besi tetapi diganti dengan bahan 
lain yang harganya lebih murah sehingga dapat menimbulkan 
kecelakaan kerja. 
3) Faktor Sumber Bahaya 
Ada dua sebab; pertama, yaitu perbuatan berbahaya, seperti 
metode yang salah, letih atau sikap kerja yang tidak sempurna. 
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Kedua, kondisi atau keadaan berbahaya, seperti keadaan yang 
tidak aman dari peralatan, lingkungan, proses maupun sifat 
pekerjaan. 
4) Faktor yang dihadapi seperti kurangnya pemeliharaan atau  
perawatan mesin mesin sehingga tidak bisa bekerja dengan 
sempurna. 
c. Upah  
Pada saat ini,  pemerintah turut serta menetapkan standar 
upah terendah yang harus dibayar pengusaha kepada pekerja, yang 
dikenal sebagai nama Upah Minimum Regional (UMR) yang 
berubah menjadi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). 
Perubahan istilah UMR menjadi UMK didasar pada pasal 1 angka 
1 KepMenakertrans Nomor 226/MEN/2000 tentang perubahan 
beberapa Pasal Dalam Permenaker Nomor 01/MEN/1999 tentang 
Upah Minimum. 
Penetapan upah minimum tersebut bertujuan untuk 
pencapaian kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, pengusaha 
dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang 
telah ditetapkan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 
pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yaitu sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh 
ribu rupiah) untuk wilayah kota Surakarta (Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor : 561.4/78/2006 tanggal 20 November 2006). 
Upah menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 
atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
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dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang–uandangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan.  
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
peghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karenanya, setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu 
memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar 
yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, 
pendidikan, kesehatan , rekreasi dan jaminan hari tua. 
Upah memegang peranan penting dan sekaligus merupakan 
ciri khas dari suatu hubungan kerja. Bisa dikatakan upah 
merupakan tujuan utama seorang pekerja untuk melakukan suatu 
pekerjaan pada orang lain. 
Di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh 
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yag 
layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya, pemerintah membuat 
suatu kebijakan pengupahan untuk melindungi para pekerja/buruh. 
Kebijakan pengupahan itu meliputi: 
1) upah minimum 
2) upah kerja lembur 
3) upah tidak masuk kerja karena berhalangan 
4) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya 
5) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 
6) bentuk dan cara pembayaran 
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7) denda dan potongan upah 
8) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 
9) struktur dan skala pengupahan yang proporsional  
10) upah untuk pembayaran pesangon 
11) upah untuk perhitungan pajak penghasilan 
Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan 
kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas 
dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut terdiri atas : 
1) upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau 
kabupaten/kota 
2) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau 
kabupaten/kota 
Terdapat prinsip pengupahan yaitu :  
1) Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja 
dan berakhir pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir 
pada saat hubungan kerja putus 
2) Pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi upah bagi 
pekerja laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama 
3) Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan 
(no work no pay) 
4) Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap 
dengan formulasi upah pokok minimal 75 % dari jumlah upah 
pokok dan tunjangan tetap 
5) Tuntutan pembayara upah pekerja dan segala pembayaran yang 
timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 
Prinsip no work no pay tidak berlaku mutlak, bisa 
disimpangi dalam hal-hal tertentu seperti yang terdapat pada Pasal 
93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : 
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1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan 
Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
disebutkan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh 
yang sakit tersebut adalah : 
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100 % (seratus 
persen) dari upah; 
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75 % (tujuh puluh 
lima perseratus) dari upah; 
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50 % (lima puluh 
perseratus) dari upah; 
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima 
perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja 
dilakukan oleh pengusaha.  
2) Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan 
kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan  
3) Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh 
menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptisakan 
anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami 
atau istri atau menantu atau orang tua atau anggota keluarga 
dalam satu rumah meninggal dunia. 
Dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 disebutkan bahwa upah yang dibayarkan kepada 
pekerja/buruh yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud 
diatas adalah : 
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
e. istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk 
selama 2 (dua) hari; 
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f. suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu 
meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, 
dibayar untuk selama 1 (satu) hari. 
4) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 
sedang menjalankan kewajiban terhadap negara 
5) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 
menjalankan perintah agamanya  
6) Pekerja.buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah 
dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik 
karena kesalahan sendiri maupun hlangan yang seharusnya 
dapat dihindari pengusaha 
7) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat 
8) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh 
atas persetujuan pengusaha 
9) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 
d. Kesejahteraan 
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Ketentuan ini terdapat 
dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, 
pengusaha wajib untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerjanya. 
Dalam kaitannya dengan Jamsostek, pengaturannya terdapat 
di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek 
jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang 
Penyelenggaraan Jamsostek. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menentukan bahwa 
jamsostek merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan 
kewajiban bagi setiap perusahaan. 
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Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi 
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan 
meninggal dunia. Jamsostek mempunyai 4 program yaitu jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan 
kesehatan dan jaminan hari tua. Keempat program tersebut akan 
dijelaskan dibawah ini : 
1) Jaminan kecelakaan kerja 
Kecelakaan kerja menurut pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1993 merupakan kecelakaan yang 
terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan 
kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 
berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali 
melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Iuran jaminan 
kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan 
yang besarnya antara 0,24-1,74 % dari upah kerja sebulan. 
Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko 
kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha 
tertentu. Semakin besar tingkat risiko, semakin besar iuran 
kecelakaan kerja yang harus dibayar dan begitu juga 
sebaliknya. Jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang 
terkena kecelakaan kerja diberikan berupa penggantian biaya 
yang meliputi : 
a) Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami 
kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, 
termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan  
b) Biaya pemeriksaan dan atau perawatan selama di rumah 
sakit termasuk rawat jalan 
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c) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan atau alat 
ganti (prothose) bagi tenaga kerja yang anggota badannya 
hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. 
Selain itu diberikan juga santunan yang berupa uang, 
meliputi : 
a) Santunan sementara tidak mampu bekerja 
b) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya 
c) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik 
maupun mental dan atau santunan kematian.    
2) Jaminan Kematian 
Jaminan ini dimaksudkan untuk turut menanggulangi, 
meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara 
pemberian santunan biaya pemakaman. Besarnya iuran jaminan 
kematian ini adalah 0,30 % dari upah pekerja selama sebulan 
yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha. 
Jaminan kematian ini dibayarkan kepada janda, duda 
atau anak. Jika tidak ada, jaminan ini dibayarkan kepada 
keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis 
lurus ke bawah dan garis lurus ke atas, dihitung sampai dengan 
derajat kedua.  
3) Jaminan Pemeliharaan kesehatan 
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Iuran jaminan 
pemeliharaan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh 
pengusaha, yang besarnya 6 % dari upah tenaga kerja sebulan 
bagi yang sudah berkeluarga dan sebesar 3 % bagi yang belum 
berkeluarga. 
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Jaminan pemeliharaan kesehatan ini meliputi : 
a) perawatan rawat jalan tingkat pertama 
b) rawat jalan tingkat lanjutan 
c) rawat inap 
d) pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan 
e) penunjang diagnostik 
f) pelayanan khusus 
g) pelayanan gawat darurat 
4) Jaminan Hari Tua 
Hari tua merupakan pada saat produktivitas tenaga kerja 
menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang 
lebih muda, termasuk apabila tenaga kerja cacat tetap dan total. 
Iuran jaminan hari tua menjadi tanggung jawab bersama antara 
pengusaha dengan pekerja, yakni sebesar 3,70 % ditanggung 
pengusaha dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Ketentuan ini 
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 1993. 
Jaminan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja secara 
sekaligus, berkala atau berkala apabila tenaga kerja : 
a) telah mencapai usia 55 tahun 
b) cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter walaupun 
belum mencapai usia 55 tahun 
c) meninggalkan wilayah Indonesia selamanya 
d) meninggal dunia 






 2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 
 a. Pengertian Hubungan Kerja 
Pengertian hubungan kerja menurut Soepomo ialah suatu 
hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, hubungan kerja 
itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. 
Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau 
buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha 
memperkerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah (Abdul 
Khakim, 2003:25). 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50 
menyatakan bahwa hubungan kerja itu ada karena adanya perjanjian 
kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Menurut Abdul 
Khakim, dasar dari hubungan kerja ada empat unsur penting : 
1) Adanya pekerjaan 
2) Adanya perintah orang lain 
3) Adanya upah 
4) Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja yang 
berlangsung terus-menerus. 
Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang 
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang. 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 5 
pengertian pengusaha secara umum adalah :  
1) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 
2) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 
3) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau 
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.   
 b. Pengertian Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja atau arbeidsoverenkoms (Arief.S,1995:21) 
diatur dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata tentang perjanjian-
perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yang terdiri dari                
Pasal 1601,1602 dan 1603. Perjanjian kerja dalam Bab 7A Buku III 
KUHPerdata mengenal sistem umum, artinya tidak membedakan 
lapangan perusahaan maupun orang-orang yang mengadakan 
perjanjian. Selain itu perjanjian kerja juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu 
terdapat di dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja. 
Ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
bersifat memaksa, artinya ketentuan perjanjian kerja dalam hukum 
ketenagakerjaan wajib ditaati atau diikuti. Para pihak tidak dapat 
membuat perjanjian kerja yang menyimpang dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan dalam 
hukum perjanjian masih berlaku sepanjang hukum ketenagakerjaan 
belum mengaturnya. Apabila undang-undang ketenagakerjaan telah 
mengaturnya maka ketentuan tersebut bersifat memaksa, artinya tidak 
dapat dikesampingkan. 
Ada beberapa pengertian mengenai perjanjian kerja. Pada 
awalnya pengertian perjanjian kerja terdapat dalam pasal 1601a 
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja adalah 
perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan 
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dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk 
sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima 
upah”. Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa hanya pekerja 
saja yang mengikatkan diri untuk bekerja. Seharusnya dalam suatu 
perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri mengenai suatu 
hal (obyek perjanjian). Oleh karena itu pengertian perjanjian kerja 
menurut Pasal 1601a KUHPerdata dianggap belum tepat. 
Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah 
suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi 
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para 
pihak”. 
Selain pengertian normatif di atas, beberapa ahli hukum juga 
memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja. Iman Soepomo 
memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja sebagai berikut : 
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, 
buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, majikan 
selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan di mana 
pihak yang lain, majikan, mengikatkan diri untuk memperkerjakan 
pihak yang satu, buruh, dengan membayar upah” (Imam 
Soepomo,1983:53) (Lalu Husni,2006:54). 
Soebekti memberikan pengertian perjanjian kerja yaitu 
perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian 
mana ditandai oleh ciri-ciri : adanya suatu upah atau gaji tertentu 
yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas 
(dienstverhooding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak 
yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati 
oleh orang lain.(Soebekti,2002:16)  
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 c. Isi Perjanjian Kerja 
Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurang-
kurangnya memuat mengenai identitas para pihak, jenis pekerjaan, 
tempat pekerjaan, besar upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat 
kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, jangka 
waktu perjanjian, tempat dan tanggal perjanjian dibuat serta tanda 
tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
Dengan adanya perjanjian kerja menimbulkan hak dan 
kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Kewajiban yang harus 
dilakukan oleh pengusaha (F.X. Djumialdji, 2001:41-78) yaitu : 
1) Membayar upah 
Upah adalah imbalan yang berupa uang atau dinilai 
dengan uang karena telah atau akan melakukan pekerjaan atau 
jasa. Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh pada saat 
terjadinya perjanjian kerja berakhir. 
2) Memberi istirahat mingguan dan hari libur 
Istirahat mingguan hanya diberikan 1 (satu) hari untuk 6 
(enam) hari kerja dalam seminggu, namun untuk waktu kerja 5 
(lima) hari seminggu maka istirahat mingguan adalah 2 (dua) 
hari, pada umumnya jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Pada 
hari libur resmi pekerja berhak mendapat istirahat dengan upah 
sebagaimana biasa diterima. 
3) Mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja 
Dalam Pasal 1602 w KUHPerdata ditentukan bahwa 
majikan wajib untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat dan 
perkakas, di mana atau dengan mana ia menyuruh melakukan 
sedemikian rupa dan begitu pula mengenai melakukan 
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pekerjaan, mengadakan aturan serta memberi petunjuk 
sedemikian rupa sehingga pekerja terlindung dari bahaya yang 
mengancam badan, kehormatan, atau harta bendanya, sepanjang 
mengingat sifat pekerjaan selayaknya diperlukan. Ketentun pasal 
ini ditujukan untuk melindungi pekerja, oleh sebab itu 
pengusaha yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dikenakan 
sanksi. 
4) Memberi surat keterangan 
Kewajiban memberi surat keterangan diatur dalam Pasal 
1602 z KUHPerdata yang menyatakan bahwa pada waktu 
berakhirnya hubungan kerja, pengusaha wajib memberi surat 
keterangan kepada pekerja. Surat keterangan ini biasanya 
memuat keterangan yang sesungguhnya tentang macam 
pekerjaan, masa kerja, dan sebagainya. 
5) Bertindak sebagai majikan yang baik 
Pasal 1602 y KUHPerdata menyebutkan bahwa majikan 
pada umumnya wajib melakukan atau tidak melakukan segala 
sesuatu yang dalam keadaan sama yang seharusnya dilakukan 
atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang baik. Dari 
ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kewajiban 
yang tidak tertulis dalam perjanjian kerja tetapi menurut 
kepatutan serta kebiasaan atau undang-undang seharusnya wajib 
dilakukan atau tidak dilakukan, pengusaha harus melakukan hal 
tersebut. 
Pekerja juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan 
(F.X. Djumialdji, 2001:79-83) yaitu : 
1) Melakukan pekerjaan 
Ruang lingkup pekerjaan harus diketahui pekerja 
sebelumnya sehingga pengusaha tidak dapat memperluas 
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pekerjaan dengan memberi upah yang telah ditentukan dalam 
perjanjian kerja. Pekerja wajib melakukan pekerjaan itu sendiri 
dan tidak boleh diwakilkan kecuali dengan izin pengusaha, maka 
pekerja dapat menyuruh orang lain menggantikannya. 
2) Menaati tata tertib perusahaan 
Menurut pasal 1603 b Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, buruh wanita menaati peraturan-peraturan mengenai 
pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan yang bertujuan 
untuk meningkatkan tata tertib dalam perusahaan majikan yang 
diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan dalam batas 
peraturan perundang-undangan, perjanjian atau peraturan. 
Peraturan yang disebutkan dalam pasal ini adalah peraturan tata 
tertib perusahaan. Peraturan tata tertib perusahaan ini ditetapkan 
oleh pengusaha sebagai akibat adanya kepemimpinan dari 
pengusaha kepada pekerja. 
3) Wajib membayar denda dan ganti rugi 
Untuk setiap pelanggaran atas perbuatan yang sudah 
dikenakan denda tidak boleh dituntut ganti rugi untuk perbuatan 
tersebut. Denda yang dikenakan tidak boleh untuk kepentingan 
pengusaha tapi untuk kepentingan pekerja. Ganti rugi dapat 
dimintakan oleh pengusaha dari pekerja apabila terjadi 
kerusakan barang baik milik pengusaha, atau pihak ketiga, 
karena kesengajaan atau kelalaian. Kewajiban membayar denda 
atau ganti rugi harus diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian 
tertulis atau peraturan perusahaan. 
4) Bertindak sebagai buruh yang baik  
Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik 
seperti apa yang tercantum dalam perjanjian kerja, maupun 
peraturan perusahaan. Di samping itu juga wajib melaksanakan 
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apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut 
perundang-undangan, kepatutan maupun kebiasaan. 
   d. Syarat Sah Perjanjian Kerja 
Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa untuk sahnya 
suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
Dalam perjanjian kerja, suatu kesepakatan terjadi kalau 
pengusaha setuju untuk memperkerjakan tenaga kerja dengan 
pekerjaan tertentu yang sudah diberitahukan kepada tenaga kerja 
itu dan pekerja itu setuju untuk menerima dengan jumlah 
pembayaran tertentu yang disepakati. 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum para pihak yang 
mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perikatan-
perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. 
3) Suatu hal tertentu 
Hal ini menunjuk kepada perjanjian yng dibuat itu 
merupakan perjanjian tertentu dan pokok atau obyeknya harus 
tertentu atau jelas. 
4) Suatu sebab yang halal 
Suatu sebab yang halal adalah terlarang bila dilarang oleh 
undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 
umum. 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar sebagi berikut : 
1) Kesepakatan kedua belah pihak 
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
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3) Adanya pekerjaan yang dijanjikan 
4) Pekerjaan yang dijanjiakan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.   
   e. Macam-macam Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja terbagi dua yaitu : 
1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan khususnya Pasal 56 sampai Pasal 59 dan 
KepMenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan 
pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memberikan 
pengertian tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Di dalam 
undang-undang tersebut hanya disebutkan bahwa perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu didasarkan atas : 
a) jangka waktu; 
b) selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
Perjanjian kerja waktu tertentu menurut Kepmenakertrans 
Nomor 100/MEN/VI/2004 yaitu perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 
kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 
Menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, 
yaitu pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, 
tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses 
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produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan 
musiman. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 
a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama, dan paling lama 3 tahun; 
c) Pekerjaan yang bersifat musiman; 
d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 
atau penjajagan. 
Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan 
adanya masa percobaan kerja (Pasal 58 ayat (1) UU No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan). Perjanjian kerja waktu tertentu 
yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk 
paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk 
jangka waktu paling lama 1 tahun (Pasal 58 ayat (4) UU No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 
Pada Pasal 58 ayat (4-7) UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang 
perjanjian kerja waktu tertentu, paling lama 7 hari sebelum 
perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan 
maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang 
bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 
dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari 
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan 
perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan 
paling lama 2 tahun. Jika ketentuan mengenai perjanjian kerja 
waktu tertentu diatas tidak dipenuhi maka demi hukum menjadi 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
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2) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu 
Di dalam Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 
disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah 
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. 
Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara 
lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi 
pekerja atau buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan 
sekurang-kurangnya  memuat : 
a) nama dan alamat pekerja atau buruh; 
b) tanggal mulai bekerja; 
c) jenis pekerjaan; 
d) besarnya upah. 
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan 
adanya masa percobaan kerja, yaitu untuk jangka waktu paling 
lama 3 bulan. Syarat adanya masa percobaan kerja ini harus 
dicantumkan dalam perjanjian kerja dan juga di dalam surat 
pengangkatan dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan. 
Apabila tidak dicantumkan maka ketentuan masa percobaan kerja 
dianggap tidak ada. 
    f. Berakhirnya Perjanjian Kerja 
Berakhirnya suatu perjanjian kerja berarti putusnya hubungan 
kerja antar majikan dan buruh. Di dalam Pasal 61 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 
perjanjian kerja berakhir apabila : 
1) pekerja meninggal dunia 
2) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 
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3) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
4) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja 
3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan  
secara Outsourcing 
a. Sejarah Outsourcing dan alasan-alasan melakukan outsourcing  
Pada dasarnya praktik dari prinsip-prinsip outsourcing telah 
diterapkan sejak zaman dahulu. Hal itu dimulai ketika Bangsa Yunani 
dan Romawi menyewa prajurit asing untuk bertempur dalam 
peperangan mereka serta menyewa ahli bangunan untuk membangun 
kota dan istana. Seiring dengan perkembangan sosial, prinsip 
outsourcing tersebut mulai diterapkan dalam dunia usaha. 
Sejak revolusi industri, perusahaan-perusahaan berusaha keras 
untuk menemukan suatu langkah terobosan untuk mendapatkan 
keuntungan kompetitif dan meningkatkan penjualan. Harapan mereka 
yaitu perusahaan besar terintegrasi yang dapat memiliki, mengatur 
dan mengontrol secara langsung semua asetnya. 
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, dalam berbagai pertemuan 
dilakukan berbagai himbauan untuk mengadakan diversifikasi atau 
penggolongan, memperbesar basis perusahaan serta mengambil 
keuntungan dari perkembangan ekonomi. Pelaksanaan diversifikasi 
perusahaan ini diharapkan dapat melindungi keuntungan walaupun 
untuk pengembangannya diperlukan beberapa tingkatan manajemen 
(Chandra Suwondo, 2003 : 4). 
Sekitar tahun 1970 dan 1980 perusahaan mengalami kesulitan 
dalam persaingan global. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
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persiapan akibat struktur manajemen yang membengkak. Hal ini 
mengakibatkan meningkatnya risiko usaha dalam segala hal termasuk 
risiko ketenagakerjaan. Oleh karenanya, mulai dilakukan pemikiran 
untuk menggunakan outsourcing di dalam dunia usaha. 
Awal timbulnya penerapan outsourcing di dalam perusahaan 
yaitu untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk 
masalah ketenagakerjaan. Ini disebabkan karena hal-hal sebagai 
berikut : 
1) Perubahan paradigma di negara barat yang menganggap pekerja 
merupakan aset terbesar perusahaan dan merupakan kewajiban 
terbesar perusahaan untuk melindungi pekerja 
2) Perubahan paradigma dari pandangan kerja tradisional dimana 
pekerja melayani sistem menjadi pandangan kerja modern di 
mana sistem yang harus melayani pekerja 
3) Sistem pengembangan karir pada sistem organisasi yang ada saat 
ini cenderung menghasilkan sebagian orang yang terbuang 
4) Keterbatasan teknologi otomatisasi. 
Kegiatan outsourcing yang banyak dilakukan perusahaan 
besar ini ditandai dengan strategi baru yang diterapkan oleh 
perusahaan besar yaitu berkonsentrasi pada bisnis inti, 
mengidentifikasikan proses yang kritikal dan memutuskan hal-hal 
yang harus dioutsource-kan. 
Ada beberapa alasan yang mendasari suatu perusahaan 
melakukan outsourcing terhadap sebagian aktivitas-aktivitasnya. 
Alasan-alasan tersebut yaitu : (Richardus E. I. Dan Richardus J.P., 
2006 : 5 ) 
1) Meningkatkan fokus perusahaan 
 Dengan melakukan outsoucing, perusahaan dapat lebih 
memfokuskan diri pada bisnis utama atau core business-nya 
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sehingga akan dapat menghasilkan keunggulan komparatif yag 
lebih cepat dan mempercepat pengembangan perusahaan. 
2) Memanfaatkan kemampuan kelas dunia 
 Spesialisasi yang dimiliki oleh para kontraktor tersebut 
memiliki keunggulan kelas dunia dalam bidangnya. Dengan kata 
lain outsourcing hanya diberikan kepada kontraktor yang betul-
betul unggul di bidang pekerjaan yang akan diserahkan. 
3) Membagi Risiko 
 Outsourcing memungkinkan pembagian risiko yang akan 
memperingan dan memperkecil risiko perusahaan. Dengan 
adanya pembagian risiko, perusahaan lebih dapat bergerak 
secara fleksibel. 
4) Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain 
 Setiap perusahaan memiliki keterbatasan dalam pemilikan 
sumber daya. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan pada 
bidang-bidang yang paling menguntungkan. Pelaksanaan 
outsourcing memungkinkan perusahaan untuk menggunakan 
sumber daya yang terbatas itu untuk bidang-bidang kegiatan 
utama. 
5) Memungkinkan tersedianya dana kapital 
 Outsourcing bermanfaat untuk mengurangi biaya pada 
kegiatan non core atau kegiatan penunjang. Dengan demikian 
dana kapital dapat digunakan pada aktivitas yang bersifat lebih 
utama. 
6) Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri 
 Pelaksanaan outsourcing terhadap suatu aktivitas tertentu 
disebabkan karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang 
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut secara baik dan 
memadai. Oleh karenanya dengan melakukan outsourcing 
perusahaan dapat memperoleh sumber daya yang cakap untuk 
melakukan aktivitas tersebut. 
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7) Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola 
 Salah satu masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola 
adalah birokrasi ekstern yang berbelit yang harus ditaati oleh 
perusahaan yang dimiliki negara, seperti dalam menjalankan 
fungsi pembelian barang dan jasa. Permasalahan ini dapat diatasi 
dengan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga 
yang berbentuk swasta, yang tidak terikat pada birokrasi 
tertentu. 
    b. Pengertian Outsourcing 
Outsourcing merupakan pendelegasian operasi dan 
manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar 
(perusahaan penyedia jasa outsourcing). Melalui pendelegasian, maka 
pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan melainkan 
dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing (Sehat Damanik, 
2006 : 2, Chandra Suwondo, 2003 : 2). 
Sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 
Tahun 2003 secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing tetapi 
pengertian outsourcing itu sendiri secara tidak langsung dapat dilihat 
dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Praktek outsourcing yang 
dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal dalam 2 (dua) bentuk 
yaitu : pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh 
sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 (Artikel Muzni 
Tambusai,2006: http://www.nakertrans.go.id). 
Ahli hukum perburuhan Aloysius Uwiyono mengatakan 
bahwa pada dasarnya ada dua bentuk outsourcing yang hendak 
diintrodusir oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk pertama 
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adalah outsourcing pekerja (Pasal 66) dan bentuk kedua adalah 
outsourcing pekerjaan (Pasal 65).  
Uwiyono menilai outsourcing bentuk pertama dapat 
dipandang sebagai human trafficking (perdagangan manusia). 
Penilaian Uwiyono didasarkan pada asumsi dengan adanya perjanjian 
di mana perusahaan penyedia jasa menyediakan tenaga kerja dan 
pengguna (user) menyerahkan sejumlah uang, maka seolah-olah 
terjadi penjualan tenaga kerja. 
Sementara untuk jenis yang kedua, Uwiyono berpandangan 
tidak terjadi human trafficking (perdagangan manusia). Menurutnya, 
dalam bentuk yang kedua ini, pekerja/buruh tetap memiliki hubungan 
kerja dengan perusahaan pemborong. Sedangkan hubungan yang 
tercipta antara user dengan perusahaan pemborong hanyalah terkait 
dengan pekerjaan yang diborongkan tersebut 
(http://www.tempointeraktif.com). 
Dalam perjanjian outsourcing terdapat 3 (tiga) pihak yang 
saling mengikat diri yaitu : 
1) pekerja 
2) perusahaan penyedia jasa pekerja atau pemborongan pekerjaan 
3) perusahaan pemberi kerja 
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat 
antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa 
(jasa pekerja maupun jasa pemborongan pekerjaan) untuk 
menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di 
perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang gaji tetap 
yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa. 
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 c. Dasar Hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan secara 
Outsourcing 
 Dasar Hukum Perjanjian Pemborongan secara Outsourcing 
antara lain : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa 
disebut sebagai hukum materiil, merupakan sumber hukum yang 
paling awal dalam masalah outsourcing. Undang-undang ini 
telah ada sejak zaman Belanda. 
KUHPerdata merupakan tonggak awal pengaturan 
pekerjaan pemborongan, yang secara khusus difokuskan pada 
obyek tertentu. Ketentuan KUHPerdata tersebut diatur dalam 
Pasal 1601 KUHPerdata, yang secara luas mengatur tentang 
perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan. 
Pada Pasal 1601b KUHPerdata, yang dimaksud 
pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak 
yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak 
yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang 
ditentukan. 
Ketentuan pemborongan pekerjaan dalam KUHPerdata 
sedikit berbeda dengan yang ditemukan dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaaan 
adalah, pada pasal-pasal yang diatur dalam KUHPerdata tidak 
dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat 
diborongkan/outsource, sedangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 dibatasi, yakni hanya terhadap 
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produk/bagian-bagian yang tidak berhubungan langsung dengan 
bisnis utama perusahaan. 
Menurut hasil wawancara dengan beberapa pihak baik 
pihak PLN maupun pihak lain yang berkompeten dalam bidang 
ketenagakerjaan dapat didapatkan suatu kesimpulan mengenai 
perbedaan pemborongan biasa yang diatur dalam KUHPerdata 
dengan pemborongan secara outsourcing, yaitu : 
Pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601b 
KUHPerdata merupakan pendelegasian suatu pekerjaan kepada 
pihak ketiga (perusahaan pemborongan pekerjaan) yang mana 
perusahaan tersebut menyediakan baik jasa tenaga kerjanya 
maupun materialnya. Jadi perusahaan yang memborongkan 
pekerjaan ini terima jadi atau tidak mempermasalahkan berapa 
tenaga kerja yang digunakan dan tidak menyediakan alat, 
material dan sarana penunjang pekerjaan tetapi hanya 
memberikan jangka waktu selesainya pekerjaan tersebut. 
Sebagai contoh adalah pemborongan pengecatan gedung 
sekolah. Sedangkan menurut UU Nomor 13 tahun 2003 
pemborongan pekerjaan secara outsourcing atau lebih tepatnya 
disebut jasa pemborongan merupakan pendelegasian suatu 
pekerjaan diluar pekerjaan pokok perusahaan yang mana 
perusahaan jasa pemborongan pekerjaan hanya menyediakan 
jasa tenaga kerjanya saja sedangkan alat, material serta sarana 
penunjang pekerjaan disediakan oleh perusahaan pemberi kerja. 
Namun bidang pekerjaan yang dapat di outsource-kan 
tergantung apa pekerjaan pokok perusahaan tersebut dan hal itu 
yang masih menjadi perdebatan dalam sistem outsourcing 
sekarang ini.  
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2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
Outsourcing merupakan pemberian pekerjaan dari satu 
pihak kepada pihak lainnya dalam 2 bentuk yaitu mengerahkan 
dalam bentuk jasa pemborongan pekerjaan dan dalam bentuk 
penyediaan jasa tenaga kerja. 
Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian 
penyerahan pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi 
pekerjaan kepada perusahaan lain yang dibuat secara tertulis. 
Pengaturan outsourcing dalam bentuk pemborongan pekerjaan 
ini terdapat di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 dan sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 
Tidak semua pekerjaan dapat dialihkan dengan 
outsourcing, hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu saja yang dapat dialihkan kepada perusahaan lain. Pasal 
65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menentukan bahwa pekerjaan yang dapat 
diserahkan kepada perusahaan lain itu harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama 
b) dilakukan dengan  perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan 
c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan  
d) tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat pekerjaan 
yang dapat diserahkan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan 
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Pasal 65 ayat 5 UU No.13 
Tahun 2003). 
Perusahaan lain yang menerima borongan pekerjaan dari 
perusahaan pemberi pekerjaan harus berbentuk badan hukum. 
Dengan demikian hanya PT, Koperasi dan Yayasan yang 
dimungkinkan untuk terjun dalam bisnis pemborongan pekerjaan 
secara outsoucing. Ketentuan berbadan hukum ini dikecualikan 
bagi : 
a) Perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang 
pengadaan barang  
b) Perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang 
jasa pemeliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi yang 
dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mempekerjakan 
pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang. 
Perusahaan pemborongan pekerjaan secara outsorcing 
harus mempunyai izin operasional dari instansi yang 
bertanggunggjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota 
sesuai dengan domisili perusahaan. 
Hubungan kerja antara perusahaan penerima borongan 
diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis, yang di dalamnya 
wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak 
pekerja atau buruh dalam hubungan kerja yang muncul. 
Hubungan kerja ini dapat didasarkan atas perjanjian kerja 
dengan waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. 
Perusahaan pemberi pekerjaan wajib membuat alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, yang nantinya akan 
diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan. Selain itu, 
perusahaan pemberi pekerjaan juga harus menetapkan jenis-jenis 
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kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kemudian akan 
dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
Perusahaan lain yang menerima borongan pekerjaan 
tersebut harus memberi perlindungan kerja dan syarat-syarat 
kerja bagi pekerja yang sekurang-kurangnya sama dengan 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan 
pemberi kerja atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Jika semua ketentuan diatas tidak dipenuhi maka 
demi hukum hubungan kerja antara perusahaan penerima 
borongan dengan pekerjanya beralih menjadi hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 
3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 
220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 
Sama dengan Permenaker KEP-101, Kepmenaker ini 
juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003. Hal-hal yang diatur dalam Kepmenaker 
ini menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi ketika 
perusahaan menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan lain. 
Di antara beberapa syarat tersebut adalah bahwa 
penyerahan pekerjaan harus dibuat dan ditandatangani kedua 
belah pihak secara tertulis melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan. Penerima pekerjaan yang menandatangani perjanjian 
pemborongan tersebut harus merupakan perusahaan yang 
berbadan hukum dan mempunyai izin usaha dari 
ketenagakerjaan. 
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Apabila perusahaan pemborong pekerjaan tersebut akan 
menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari 
perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan tersebut dapat 
diberikan kepada perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan 
berbadan hukum. Apabila perusahaan pemborong pekerjaan 
yang bukan berbadan hukum tersebut tidak melaksanakan 
kewajibannya memenuhi hak-hak pekerja/buruh dalam 
hubungan kerja maka perusahaan pemborong pekerjaan yang 
berbadan hukum tersebut bertanggung jawab dalam memenuhi 
kewajiban tersebut. 
Dalam hal suatu daerah tidak terdapat perusahaan 
pemborong pekerjaan yang berbadan hukum atau terdapat 
perusahaan pemborong pekerjaan berbadan hukum tetapi tidak 
memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian 
pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan pada 
perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum. 
Perusahaan tersebut bertanggung jawab memenuhi hak-hak 
pekerja/buruh yang terjadi dalam hubungan kerja antara 
perusahaan yang bukan berbadan hukum tersebut dengan 
pekerjanya/buruhnya.  
Kepmenaker ini juga mengharuskan adanya jaminan atas 
pemenuhan seluruh hak-hak pekerja. Syarat lainnya adalah 
penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan hanya 
dapat dilakukan tehadap pekerjaan-pekerjaan yang bukan 
merupakan pekerjaan utama perusahaan, melainkan hanya 
berupa kegiatan penunjang yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi (Sehat Damanik, 2006:18).     
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B. Kerangka Pemikiran 
Dari Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian 
Pemborongan Pekerjaan secara Outsourcing Antara PT Radite Kasih Julung 
Kembang dengan PT PLN Di Kota Surakarta” maka kerangka pemikirannya dapat 
disusun sebagai berikut : 
     
 Penemuan Hukum      




       Penerapan 


















-UU No.13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan 
-Kep.220/MEN/X/2004 ttg Syarat-syarat  
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 




( Premis Minor ) 
Ada atau tidaknya perlindungan 
pekerja dalam perjanjian 
pemborongan pekerjaan secara 
outsourcing antara PT. PLN dengan 





Peristiwa Konkrit  
( Perjanjian Pemborongan  
Pekerjaan secara Outsourcing 
antara PT. PLN dengan PT. 
Radite Kasih Julung Kembang 
Surakarta ) 
 
1.Hak dan kewajiban PT. PLN 
2.Hak dan kewajiban PT. Radite  
Kasih Julung Kembang Surakarta 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum PT. PLN (Persero) Cabang Surakarta 
Perlistrikan di bumi Indonesia di mulai sejak zaman Belanda pada akhir 
abad ke 19. Bermula dari munculnya ketenagalistrikan yang dibangkitkan oleh 
beberapa perusahaan Belanda untuk keperluan sendiri, diantaranya pabrik gula 
dan pabrik teh. Ketenagalistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang 
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Kelistrikan untuk 
kemanfaatan umum mulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu CV. Nign di 
Batavia. Perusahaan ini semula bergerak di listrik untuk manfaat umum. 
Kemudian mulai tahun 1893 oleh Pemerintah Daerah pada zaman penjajahan 
Belanda banyak didirikan perusahaan-perusahaan listrik yaitu di Batavia 
(sekarang Jakarta), Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan Ambon.  
Adapun di Surakarta ketenagalistrikan dimulai pada tahun 1901yang 
ditandai dengan berdirinya N.S. Solosche Electric Itet Mij (SEM) di Surakarta 
yang berkantor di Purwosari. Sampai dengan tahun 1927 kemudian kantor pindah 
ke Purbayan. Usaha perlistrikan saat itu penguatnya hanya terdiri dari 2 mesin 
diesel yang operasionalisasinya hanya hidup pada malam hari saja. Baru pada 
tahun 1936 mulai ada aliran listrik (stroom) siang hari karena sudah ada 
Dagstrom. Ketika itu layanan listrik sudah punya ranting di daerah Klaten, 
Boyolali dan Sragen.selanjutnya pada tahun 1942 kekuasaan diambil alih dari 
tangan Belanda ke tangan Jepang. Jepang menguasai listrik di Indonesia 
berlangsung sampai tahun 1945 dengan nama diganti menjadi Jawa Dengki 
Jigiyosa (Listrik Jawa Tengah). 
Setelah Indonesia merdeka, beberapa waktu setelah proklamasi 
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pada bulan 
September 1945 penguasaan listrik diambil alih oleh pemerintah Republik 
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Indonesia dari Jepang. Kemudian namanya berganti menjadi Jawatan Listrik dan 
Gas. Melalui penetapan pemerintah Nomor I / S.D. Tahun 1945 tertanggal 27 
Otober 1945 Jawatan Listrik dan Gas ditetapkan masuk dalam Departemen 
Pekerjaan Umum. 
Tanggal 27 Oktober dianggap mempunyai nilai historis dan formal 
sebagai mulainya pengelolaan ketenagalistrikan secara nasional di Indonesia. Hari 
bersejarah ini diperingati pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di 
Gedung Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) 
Yogyakarta. 
Pada masa perang kemerdekaan yaitu dengan adanya Agresi Militer 
Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali 
oleh Belanda, tepatnya tahun 1948 perusahaan listrik diambil alih lagi oleh 
Belanda dan kembali ke nama semula yaitu SEM (Solosche Electric Itet Mij) yang 
berkantor di Lojiwetan (timur Beteng). Dalam upaya menegakkan dan 
memperjuangkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia maka kemudian 
dikeluarkan Surat Perintah No. SP/PM/077/1957 tertanggal 10 Desember 1957 
yang berisi perintah atau tindakan Penguasa Militer Pusat untuk melakukan 
pengambilan alih perusahaan-perusahaan milik Belanda. Tindakan nasionalisasi 
dari perusahaan milik Belanda menjadi milik negara itu kemudian dituangkan 
dalam bentuk Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda 
yaitu UU No.86 Tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958. 
Sejak saat itu perusahaan perlistrikan secara “de facto” kemudian 
diambil alih kembali kepada pemerintah Indonesia. Kemudian baru pada tahun 
1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi 
Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia yang 
selanjutnya berganti nama menjadi Perusahaan Listrik Negara disingkat PLN. 
Dalam tindak lanjutnya, PLN kemudian berpijak pada peraturan 
pemerintah No.67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan Listrik Negara yang pada dasarnya sebagai pelaksanaan Undang-
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Undang No.19 Perpu Tahun 1960 khususnya Pasal 20 ayat (1) sub a. maka 
didirikanlah suatu badan pimpinan umum yang diserahi tugas menyelenggarakan 
penguasaan dan pengurusan atas perusahaan-perusahaan milik negara yang 
berusaha dibidang listrik dan gas milik Belanda yang telah dikenakan 
nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No.86 Tahun 1958 jo P.P. No.18 
Tahun 1959. 
Dalam perkembangan kemudian, tahun 1965 Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan Listrik Negara ini dibubarkan, dengan pertimbangan atau alasan untuk 
mempertinggi daya guna dan daya kerja maka perusahaan-perusahaan dibidang 
tenaga listrik dan industri gas dibentuk sebagai kesatuan-kesatuan usaha dibidang 
ekonomi yang berfungsi untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum 
(publiculity). Dalam realisasinya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 1965 tentang (I) Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik 
Negara dan (II) Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas 
Negara (PGN). 
Sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah tentang bentuk-
bentuk Usaha Negara sebagaimana dituangkan dalam Intruksi Presiden No.17 
Tahun 1967, Perpu No.1 Tahun 1969, dan Undang-Undang No.9 Tahun 1969 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhitung mulai mulai tahun 1972 statusnya 
ditingkatkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (PP No.18 
Tahun 1972 jo PP No.54 Tahun 1972. 
Pengertian Perum yaitu perusahaan yang melayani kepentingan umum 
(kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi secara keseluruhan) dan sekaligus 
untuk memupuk keuntungan. Usaha yang dijalankan dengan memegang teguh 
syarat-syarat efficiency, effectivitas, economic cost accounting principles dan 
management effectiviness serta bentuk pelayanan (service) yang baik terhadap 
masyarakat atau pelanggannya. Selanjutnya mulai tahun 1994 sampai sekarang 
status perusahaan ketenagalistrikan berubah menjadi PT.PLN (Persero). 
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Penetapan ini berdasar Akte Notaris Sutjipto, S.H. No.169 tertanggal 30 
Juli 1994 di Jakarta dan P.P. No.23 tanggal 16 Juni 1994. Dalam kelanjutannya, 
Akte Notaris tersebut kini telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Indah Fatmawati, 
S.H. No.70 tanggal 27 Januari 1998. Oleh sebab itu, kini ketenagalistrikan di 
Surakarta bernama PT. PLN (Persero) Cabang Surakarta (Data Sekunder PLN, 
1998 : 1).             
B. Gambaran Umum PT.Radite Kasih Julung Kembang 
 PT. Radite Kasih Julung Kembang berdiri pada tanggal 14 Oktober 1997 
di Surakarta berdasarkan Akte Notaris Ida Sofiah, S.H. Nomor 30 dengan 
Direktur Utama Nyonya Titin Lestiyari. PT. Radite Kasih Julung Kembang yang 
berkedudukan di Jalan Sadewo Nomor 19 Surakarta ini bergerak di bidang : 
1. Perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-
jembatan, jalan-jalan dan pekerjaan lain dibidang sipil; 
2. Mendirikan dan mengusahakan biro teknik terutama yang berhubungan 
dengan kelistrikan dan pembangkit listrik; 
3. Berusaha dalam bidang perdagangan umum dan usaha-usaha sebagai 
leveranceier, grossier, distributor technical supplier serta perwalian/keagenan 
dari badan-badan usaha lainnya. 
 PT Radite Kasih Julung Kembang telah berpengalaman di bidang 
kelistrikan dan pembangkit baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. Pada 
tahun 2003 Perusahaan ini juga membuka divisi baru yaitu Divisi Jasa Rekondisi 
dan Tera Ulang KWH Meter yang didukung dengan Meja Tera Full Progamable 
(Otomatis) untuk peneraan 1 Phasa dan 3 Phasa dengan operator yang telah 
mempunyai brevet/sertifikat repair dan juru tera KWH Meter dari Balai 
Kemetrologian Departemen Perindustrian dan Perdagangan.  
 Perusahaan tersebut mempunyai pekerja berjumlah 210 dengan status 
sebagai karyawan tetap. Pekerja PT Radite Kasih Julung Kembang sebagian 
berasal dari koperasi pensiunan PLN yaitu 30 orang dan sisanya direkrut sendiri 
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oleh perusahaan tersebut (wawancara dengan bagian SDM PT Radite Kasih 
Julung Kembang, bulan Mei 2007).  
C. Pelaksanaan Outsourcing Pada PT PLN (Persero) 
Kata Outsourcing sudah menjadi isu hangat di lingkungan PT PLN 
(Persero). Hal ini berkenaan dengan proses pengalihan transformasi tenaga 
outsourcing yang sedang berlangsung di tubuh PT PLN (Persero). Outsourcing 
berarti penggunaan sumber daya dari luar, yaitu pegawai selain pegawai PT PLN 
(Persero). 
 Outsourcing merupakan salah satu langkah yang diambil manajemen 
dengan menyerahkan sebagian akivitas perusahaan kepada pihak ketiga dengan 
tujuan untuk mendapatkan kinerja pekerjaan yang profesional dan berkelas dunia 
(Warta PLN, 20 Desember 2004). 
 Pola-pola Outsourcing di lingkungan PLN sebenarnya sudah 
berlangsung sejak lama, jauh sebelum adanya ketentuan ketenagakerjaan yang 
mengatur secara tegas tentang pelaksanaan outsourcing. Dahulu namanya 
bukanlah outsourcing melainkan pemborongan pekerjaan yang pada umumnya 
dilakukan oleh kontraktor listrik yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor 
Listrik Indonesia (AKLI). Para kontraktor listrik inilah yang selama ini menjadi 
rekanan atau mitra PLN dalam melaksanakan pemborongan pekerjaan di 
lingkungan PLN (Hasil wawancara dengan bagian Humas PLN tanggal 20 Juni 
2007) . 
 Dahulu PLN memborongkan pekerjaan pembacaan kwh meter pada 
koperasi pensiunan karyawan PLN. Koperasi ini bukan merupakan bagian dari 
struktur organisasi PLN tetapi berdiri sendiri yang anggotanya adalah para 
pensiunan karyawan PLN yang statusnya sudah lepas sehingga tidak ada 
hubungan hukum dengan PLN hanya hubungan administrasi pensiunan dan 
hubungan emosional saja. Petugas yang bekerja sebagi cater atau pembaca kwh 
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meter tersebut benar-benar mengerti dan berkompeten dalam bidang pembacaan 
kwh meter. 
 Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya telah mengatur lebih rinci mengenai 
outsourcing maka PT PLN (Persero) memandang perlu untuk melakukan penataan 
ulang outsourcing di lingkungan PT PLN (Persero). Penataan ulang ini sekaligus 
ditujukan sebagai kontrol terhadap keberadaan tenaga kerja di lingkungan PT 
PLN (Persero) sehingga dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku serta tercapai keselarasan untuk meningkatkan kinerja secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan Direksi Nomor 
118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN 
(Persero). Surat keputusan direksi ini juga menyangkut tata cara atau prosedur 
outsourcing (Hasil wawancara dengan bagian SDM PLN pada tanggal 29 Juni 
2007). 
 Pelaksanaan outsourcing di lingkungan PT PLN (Persero) dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan: 
1. Perjanjian jasa pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis; 
2. Perjanjian penyedia jasa tenaga kerja yang dibuat secara tertulis.  
 Lingkup pekerjaan yang bisa atau kemungkinan akan dilimpahkan 
kepada perusahaan lain bisa sangat beragam. Kriteria jenis pekerjaan yang bisa 
dilimpahkan kepada pihak lain yaitu : 
1. Jenis pekerjaan yang perlu dikerjakan secara terus menerus tetapi pekerjaan 
tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan dapat dikerjakan oleh semua 
orang tanpa kualifikasi tertentu (non critical job); 
2. Pekerjaan yang kompetensinya tidak dipelihara atau dipertahankan; 
3. Pekerjaan yang diperlukan pada waktu-waktu tetentu; 
4. Pekerjaan yang menuntut keahlian yang sangat khusus dan langka atau tidak 
tersedia di lingkungan perseroan; 
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5. Pekerjaan yang mempunyai kandungan pelayanan sosial atau pembinaan 
usaha kecil dan tidak mempunyai nilai ekonomi bagi perseroan. 
 Perusahaan lain yang saat ini menerima outsourcing dari perseroan 
dituntut harus memahami kewajiban normatif bagi pekerjanya dan dapat 
memberikan perlindungan kerja dan syarat kerja bagi pekerjanya baik kewajiban  
memenuhi kewajiban normatif tersebut maka pekerjaan akan segera dilimpahkan 
kepada perusahaan lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-
undang. 
 Pemilihan pemberi jasa tenaga kerja dan pemborongan merupakan hal 
yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kompetensi utama perusahaan 
tersebut, apakah berada pada jenis pekerjaan atau aktivitas yang akan diserahkan. 
Perusahaan yang menerima outsourcing dalam bentuk perjanjian pemborongan 
pekerjaan dari perseroan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, 
yaitu : 
1. Berbadan hukum dan bukan koperasi karyawan PLN/koperasi pensiunan 
pegawai PLN dan diutamakan berbentuk PT; 
2. Manajer dan pengurus bukan pegawai perseroan; 
3. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja sekurang-kurangnya harus sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku, antara lain : 
a. Mempunyai perjanjian tertulis dengan pekerja yang menegaskan adanya 
hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan yang bersangkutan 
dan harus ditegaskan dalam perjanjian; 
b. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan lain 
tersebut. 
4. Logo, identitas, pakaian kerja perusahaan lain tersebut tidak boleh punya 
kemiripan atau dapat diasosiasikan dengan identitas perseroan; 
5. Tempat kedudukan perusahaan lain tidak boleh sama dengan alamat tempat 
kedudukan perseroan; 
6. Telah memiliki kualifikasi yang disyaratkan dan modal yang cukup; 
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7. Memiliki izin usaha yang sesuai. 
 Syarat bagi perusahaan lain yang melakukan perjanjian penyedia jasa 
tenaga kerja dengan perseroan hampir sama dengan syarat perusahaan yang 
menerima outsourcing dalam bentuk pemborongan pekerjaan, hanya ditambah 
ketentuan lain yaitu memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan serta mempunyai pekerja yang memiliki kualifikasi dan 
kompetensi yang dipersyaratkan. 
 Dengan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor 118.K/010/DIR/2004 
tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) yang 
menyatakan bahwa koperasi karyawan /pensiunan karyawan tidak boleh 
menerima pemborongan pekerjaan, maka proses peralihan penyediaan tenaga 
kerja atau pelaksanaan pekerjaan dari koperasi kepada perusahaan lain akan 
diupayakan tidak mengganggu pelayanan dan penyediaan jasa tenaga listrik 
kepada pelanggan serta sedapat mungkin meminimalisasikan masalah dan 
menghindari adanya gejolak. Proses peralihan tersebut harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan outsourcing yang diserahkan kepada koperasi karyawan 
PLN/koperasi pensiunan PLN sebelum diberlakukannya keputusan ini, harus 
dialihkan ke perusahaan lain yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku 
dengan masa kerja berlanjut, diawali dengan : 
a. Mencatat data dan membuat daftar rekapitulasi pekerja koperasi 
pegawai/pensiunan PLN, PT atau instansi lain; 
b. Pejabat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keakuratan data 
pekerja koperasi pegawai/pensiunan PLN atau instansi lain sebagaimana 
dimaksud di atas adalah : 
1) Sekretaris perusahaan untuk lingkungan PLN Kantor Pusat; 
2) Manajer, Kepala Staf, atau Kepala Divisi yang membidangi SDM 
untuk seluruh lingkungan unit PLN yang bersangkutan; 
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3) Manajer unit pelaksana, Kepala Cabang, Kepala Sektor, Pejabat 
setingkat untuk seluruh lingkungan unit pelaksana yang 
bersangkutan. 
c. Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud di atas merupakan dokumen 
penting yang harus dipelihara untuk kepentingan pengawasan sistem 
administrasi dan dosis pekerja, akibat adanya pengalihan pekerjaan 
koperasi pegawai/pensiunan PLN atau institusi lain ke perusahaan lain 
dengan masa kerja berlanjut; 
d. Pencatatan data harus dikirimkan kepada Deputi Direktur Pengembangan 
Sistem SDM paling lambat Agustus 2004, yang dikoordinir oleh manajer, 
kepala staf, kepala divisi yang membidangi SDM untuk seluruh 
lingkungan unit PLN yang bersangkutan.  
2. Semua unit harus mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan pelaksanaan 
outsourcing yang sudah berlangsung sampai saat ini, sesuai dengan ketentuan. 
3. Jika perusahaan lain, sebelum diberlakukannya ketentuan ini, ternyata tidak 
mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan, maka 
perjanjian jasa pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa tenaga 
kerja tersebut tidak boleh diperpanjang lagi dan harus segera memilih atau 
menunjuk perusahaan lain yang memenuhi persyaratan. 
4. Semua pekerjaan yang dioutsourcing ke perusahaan lain, yang tidak sesuai 
kriteria maka harus segera diambil alih dan dikerjakan oleh pegawai. 
5. Perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyedia jasa tenaga kerja 
yang belum memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan, agar segera dilakukan amandemen atau pembaharuan perjanjian. 
 Proses pemilihan perusahaan penerima outsourcing dapat dilakukan 
dengan cara pelelangan maupun penunjukan langsung. Prosedur yang harus 
dilakukan sebelum pelaksanaan outsourcing yaitu : 
1. Perusahaan calon penerima pekerjaan mengajukan surat pengenalan 
perusahaan 
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2. PT PLN (Persero) sebagai pihak pemberi kerja mengundang perusahaan calon 
penerima pekerjaan tersebut untuk melakukan presentasi 
3. Pelaksanaan presentasi oleh perusahaan calon penerima pekerjaan  
4. PT PLN (Persero) memberikan kesempatan kepada perusahaan calon 
penerima pekerjaan untuk memberikan penawaran harga 
5. PT PLN (Persero) memberi penjelasan mengenai pekerjaan yang akan 
diserahkan 
6. Penawaran harga oleh perusahaan calon penerima pekerjaan 
7. PT PLN (Persero) melakukan proses surat penawaran harga 
8. Negoisasi 
9. Penunjukan perusahaan yang berhak menerima pekerjaan 
10. Pembuatan kontrak antara PT PLN (Persero) sebagai pemberi kerja dengan 
perusahaan penerima pekerjaan 
11. Pelaksanaan kontrak 
(Sumber: Data Sekunder PT PLN (Persero) APJ. Surakarta)  
D. Hak dan Kewajiban Bagi PT PLN (Persero) dan PT Radite Kasih Julung 
Kembang Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan secara Outsourcing  
 Kegiatan outsourcing yang dilakukan PT Radite Kasih Julung Kembang 
dengan PT PLN sudah berlangsung lama tepatnya pada tahun 2003, yaitu dengan 
adanya kesepakatan dan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian 
pemborongan pekerjaan antara PT PLN dengan PT Radite Kasih Julung Kembang 
dengan Surat Perjanjian Nomor : 204.Pj/612/D.JTY/2003 Tanggal 18 Agustus 
Tahun 2003, berdasarkan : 
1. RKS Nomor : 005 / RKS / 612 / P3BJKD / 2003, tanggal 16 Juni 2003; 
2. Surat Penawaran Harga dari PT. Radite Kasih Julung Kembang Nomor : 
01/RJ/VI/SKA/2003-PNW, tanggal 11 Juli 2003; 
3. Berita Acara Negoisasi Nomor : 013.BA / 612 / P3BJKD / 2003, tanggal 24 
Juli 2003; 
4. Surat Penunjukan Nomor : 422A/612/D.JTY/2003, tanggal 01 Agustus 2003.  
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 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT PLN (Persero) dengan 
PT Radite Kasih Julung Kembang ini merupakan perjanjian tentang pelaksanaan 
pekerjaan pemborongan jasa pencatatan meter serta pemutusan dan 
penyambungan. Yang kemudian perubahan dan atau penambahan dituangkan 
dalam Amandemen yang biasanya perubahannya mengenai jangka waktu 
perjanjian. Sejak dibuatnya perjanjian ini (Tahun 2003) hingga sekarang (Tahun 
2007) telah dibuat 4 (empat) Amandemen, yaitu : 
1. Amandemen I Nomor : 044.Add.Pj/041/APJ-SKA/2005 Tanggal 30-12-2005 
2. Amandemen II Nomor : 016.Add.Pj/041/APJ-SKA/2006 Tanggal 01-04-2006 
3. Amandemen III Nomor : 079.Amd/041/APJ-SKA/2006 Tanggal 16-12-2006 
4. Amandemen IV Nomor : 012.Amd/041/APJ-SKA/2007 Tanggal 16-03- 2007   
 Dalam Surat perjanjian  Nomor : 204.Pj/612/D.JTY/2003 Tanggal 18 
Agustus Tahun 2003, terdiri dari 17 Pasal, yang di dalam pasal-pasal tersebut bisa 
dilihat hak dan kewajiban baik bagi PT PLN (Persero) maupun PT Radite Kasih 
Julung Kembang. Hak dan kewajiban PT PLN (Persero) dan PT Radite antara 
lain: 
Kewajiban  PT PLN (Persero) : 
1. Menyerahkan pekerjaan borongan kepada PT Radite (Pasal 1) 
2. Mengatasi masalah dari software aplikasi SMDM (Pasal 3) 
3. Membayar uang jasa pemborongan kepada PT Radite sesuai kesepakatan 
dalam perjanjian (Pasal 4) 
4. Mengkoordinir pekerjaan yang akan diserahkan kepada petugas (Pasal 5 ayat 
(2) ) 
5. Memberikan penghargaan kepada rekanan apabila dinilai menunjukkan 
prestasi yang baik, berupa : (Pasal 11 ayat (1) ) 
6. Pemberian kesempatan kepada satu atau beberapa orang untuk mengikuti 
pelatihan dan atau kursus keahlian dibidang kelistrikan yang terkait dengan 
pencatatan meter  






Hak PT PLN (Persero) : 
1. Menerima laporan berkala tentang pekerjaan yang diborongkan dari PT Radite 
(Pasal 1.10) 
2. Menerima infomasi dari PT Radite mengenai keluhan pelanggan serta 
kelainan yang terjadi pada meter pelanggan, antara lain pebatas daya yang tiak 
sesuai, segel rusak, meter rusak, meter dengan putaran mundur, time switch 
rusak dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan (Pasal 1.8) 
3. Mendapatkan fasilitas kerja dari PT Radite berupa tempat kerja atau kantor 
yang berlokasi diluar kantor PLN dan administrasi perkantoran serta peralatan 
kerja yang menunjang pelaksanaan pekerjaan oleh PT Radite (Pasal 3 angka 1) 
4. Menerima laporan dari PT Radite apabila terjadi masalah terhadap software 
aplikasi SMDSM (Pasal 3 angka 6) 
5. Melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan 
oleh PT Radite. 
Kewajiban PT Radite :  
1. Melaksanakan pekerjaan borongan dari PT PLN berupa (Pasal 1): 
a. Download data pelanggan yang akan dibaca pada Portable Data Entry 
(PDE) maupun media lainnya yaitu untuk UP Solo Kota, UP Manahan dan 
UP Grogol kurang lebih sebanyak 166.300 pelanggan dengan jumlah 
petugas pencatatat meter sebanyak 70 orang 
b. Melakukan pembacaan meter terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
c. Memasukkan angka stand meter kwh ke dalam PDE ataupun peralatan 
lainnya sesuai perjanjian yang disepakati. 
d. Mencatat angka stand meter pada kartu meter Pelanggan (KML) yang 
harus di paraf oleh petugas pembaca meter dan pelanggan atau yang 
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mewakili sesuai dengan angka stand meter yang di input ke PDE ataupun 
peralatan lainnya yang disepakati dalam perjanjian. 
e. Upload hasil pembacaan meter yang telah terekam di PDE ataupun media 
lainnya yang telah disepakati sesuai perjanjian. 
f. Melaksanakan verifikasi hasil pembacaan meter melalui Daftar Pelanggan 
yang Perlu Diperhatikan (DPLD) dan menindaklanjuti DPLD, sehingga 
hasil pembacaan yang diserahkan ke PT PLN menuju kondisi tanpa 
kesalahan. 
g. Melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan RBM secara terus menerus 
dan berkesinambungan. 
h. Memberikan informasi kepada PT PLN mengenai keluhan pelanggan serta 
kelainan yang terjadi pada meter pelanggan, antara lain pembatas daya 
yang tidak sesuai, sesuai, segel rusak, meter rusak, meter dengan putaran 
mundur, time switch, rusak dengan menggunakan formulir yang telah 
ditentukan. 
i. Menyampaikan informasi berupa brosur, leaflet, pengumuman ataupun 
bentuk informasi lainnya kepada pelanggan. 
j. Memberikan laporan berkala sesuai dengan permintaan PT PLN. 
k. Melakukan pemutusan sementara bagi pelanggan yang menunggak dan 
melakukan penyambungan kembali berdasarkan daftar yang diberikan oleh 
PT PLN. 
2. Menyediakan fasilitas berupa(Pasal 3): 
a. Tempat kerja/kantor yang berlokasi diluar kantor PT PLN dan wajib 
menyediakan administrasi perkantoran serta peralatan kerja yang 
menunjang pelaksanaan pekerjaan; 
b. Menyediakan Portable Data Entry (PDE) dan peralatan kerja lainnya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; 
c. Memelihara dan menjaga peralatan dengan baik 
d. Menanggung biaya pemeliharaan software SMDSM 
e. Melapor kepada PT PLN apabila terjadi masalah terhadap software 
aplikasi SMDSM 
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3. Melengkapi petugasnya dengan seragam dan identitas resmi PT Radite (Pasal 
5 angka 4). 
4. Mempunyai staf khusus untuk melakukan pengontrolan pekerjaan secara rutin 
dan melakukan koordinasi dengan pihak PLN (Pasal 6 angka 6). 
5. Menjamin kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi berkaitan dengan 
perjanjian dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain kecuali dengan 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PLN (Pasal 7). 
6. Wajib mengembalikan kepada PLN segala fasilitas peralatan kerja milik PLN, 
serta arsip-arsip dan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan 
pekerjaan apabila terjadi pemutusan kontrak (Pasal 14 angka 5). 
Hak PT Radite : 
1. Menerima pekerjaan borongan dari PLN 
2. Menerima uang jasa pemborongan yang telah disepakati dari PT PLN 
E. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan 
Pekerjaan Secara Outsourcing antara PT PLN (Persero) dengan PT 
Radite Kasih Julung Kembang di Kota Surakarta 
 Menurut hasil wawancara dengan Kepala Divisi Humas PT PLN (Persero), 
Kegiatan outsourcing yang dilakukan PT Radite Kasih Julung Kembang dengan 
PT PLN (Persero) ini sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun yaitu sejak 
dibukanya divisi baru yaitu Divisi Jasa Rekondisi dan Tera Ulang KWH Meter 
yang didukung dengan peralatan Meja Tera Full Programable (Otomatis) untuk 
peneraan 1 Phasa dan 3 Phasa. Ada keuntungan dan kerugian yang diterima oleh 
PT Radite Kasih Julung Kembang dalam melakukan kegiatan outsourcing. 
Keuntungan yang diterima perusahaan yaitu : 
1. Dari segi finansial, yaitu mendapat bayaran atas jasa yang dilakukan 
2. Ada kepuasan tersendiri apabila target pekerjaaan yang diborongkan 
tercapai. 
 Sedangkan kerugian yang harus dihadapi dalam melakukan kegiatan 
outsourcing ini adalah jika target pekerjaan yang telah ditetapkan tidak tercapai 
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maka perusahaan tidak akan mendapat bayaran walaupun di dalam perjanjian itu 
sendiri sudah diatur ketentuan tentang upah jasa kerja, baik yang memenuhi target 
ataupun di bawah target. Namun dalam kenyataannya, jika PT Radite Kasih 
Julung Kembang tidak berhasil mencapai target pekerjaan maka perusahaan tidak 
akan menerima bayaran atas upah kerja yang telah dilakukan. 
 Sebelum menerima pekerjaan yang dioutsourcingkan, PT Radite Kasih 
Julung Kembang mengajukan proposal permohonan untuk melakukan pekerjaan 
yang akan diborongkan oleh PT PLN. Pihak PT PLN akan mempelajari 
permohonan tersebut dan setelah semua prosedur terpenuhi maka ditunjuklah PT 
Radite Kasih Julung Kembang sebagai pihak yang berhak untuk menerima 
borongan pekerjaan dari PT PLN. Setiap akhir bulan akan dilakukan rapat antara 
perusahaan penerima pekerjaan dengan PLN untuk mengevaluasi hasil pekerjaan 
yang dilakukan. Evaluasi itu berupa penghitungan target pekerjaan yang tercapai, 
kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan lain sebagainya. 
 Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian jasa pemborongan 
pekerjaan secara outsourcing antara PT PLN (Persero) dengan PT Radite Kasih 
Julung Kembang memang scara implisit tidak terdapat dalam perjanjian tetapi 
secara eksplisit dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur bahwa status 
tenaga kerja sebagai tenaga kerja tetap dengan hubungan kerja yang sesuai dengan 
undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan tekait yang berlaku (Pasal 2 angka 
3) serta tanggung jawab kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pada saat pekerja 
melaksanakan tugas (Pasal 10 angka 3). 
 Untuk mengetahui ada tidaknya perlindungan hukum terhadap pekerja 
dapat dilihat Perjanjian Kerjanya. Dalam perjanjian kerja dapat diketahui hak dan 
kewajiban pekerja : 
Kewajiban pekerja antara lain : 
1. Melaksanakan tugas yaitu : (Pasal 1) 
a. Membaca Meter Listrik yang disimpan pada PDE 
b. Mengisi KML Pelanggan sesuai meter listrik 
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c. Menyetorkan hasil pembacaan meter ke kantor dan bila ada yang 
tergolong dalam DLPD (Daftar Langganan yang Perlu Diperhatikan) 
maka karyawan harus mengecek ulang. 
2. Masuk kerja tepat waktu dengan hari dan jam kerja adalah Senin sampai 
Sabtu, Jam kerja pada hari Senin sampai Jum’at pukul 08.00-16.00 WIB. 
Namun khusus hari Sabtu pukul 08.00-15.00 WIB (Pasal 2). 
3. Apabila diperlukan dan diminta Perusahaan, Karyawan  bersedia 
melakukan pekerjaan di luar jam kerja termasuk pada saat istirahat 
mingguan serta libur resmi atau hari raya dengan mendapat uang lembur 
(Pasal 2). 
4. Memperhatikan dan mengikuti peraturan keselamatan kerja dan 
diwajibkan memakai perlengkapan kerja serta identitas dalam menjalankan 
tugas. Setiap kehilangan atau rusaknya perlengkapan kerja wajib 
melaporkan kepada pimpinan perusahaan melalui Supervisor (Pasal 3). 
5. Karyawan wajib merawat/memelihara peralatan milik perusahaan (Pasal 3) 
6. Apabila karyawan tidak masuk kerja, sehari sebelumnya wajib 
memberitahukan secara tertulis melalui Supervisor dengan alasan yang 
dapat diterima Perusahaan. Pimpinan perusahaan memberikan atau 
mengeluarkan surat peringatan (SP) apabila karyawan tidak mematuhi tata 
tertib yang disebutkan dalam perjanjian kerja (Pasal 3). 
7. Seluruh pajak yang timbul serta dari pendapatan kotor Karyawan akan 
menjadi tanggung jawab karyawan (Pasal 4). 
8. Mematuhi seluruh instruksi, perintah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh 
Perusahaan secara eksplisit maupun implisit (Pasal 7a). 
9. Harus mempergunakan seluruh waktu perhatian dan kemampuannya 
selama jam kerja Perusahaan untuk tugas-tugas yang diberikan kepadanya 
guna kepentingan Perusahaan. Karyawan dalam keadaan apapun, baik 
langsung maupun tidak langsung, tidak diperkenankan untuk menjalankan 
tugas-tugas atau tanggung jawab lainnya atau memberikan jasa dalam 
bentuk apapun selama jam kerja (Pasal 8a). 
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Larangan-larangan pekerja : 
1. Tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan, terlibat 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala usaha atau 
hubungan kerja pada usaha yang sama atau terkait yng berkompetisi 
dengan bisnis dari Perusahaan di luar jam kerja Perusahaan (Pasal 8b). 
2. Tidak diperbolehkan untuk membuka segala rahasia dagang atau informasi 
lainnya yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan Perusahaan atau 
semua anak Perusahaannya, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau 
terasosiasi atau mengenai usaha-usaha mereka atau mengenai hal dimana 
Perusahaan mempunyai kewajiban kerahasiaan kepada semua pihak ketiga 
selama atau setelah masa kerja kecuali dalam rangka tugas 
ketenagakerjaannya atau dalam hal diharuskan hukum (Pasal 9a). 
3. Karyawan mangkir / tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut 
tanpa keterangan yang sah, maka karyawan tersebut dianggap 
mengundurkan diri (Pasal 7c).  
4. Karyawan telah menerima surat Peringatan (SP) lebih dari 2 (dua) kali. 
Perusahaan dapat memberikan Surat Peringatan apabila dirasa perlu oleh 
pihak menejemen perusahaan (Pasal 7c). 
5. Melakukan Pelanggaran Berat, diantaranya : (Pasal 7c) 
a. Pada saat Perjanjian Kerja diadakan, memberi keterangan palsu 
atau dipalsukan . 
b. Mabuk, judi, madat, memakai obat bius atau memakai narkoba di 
tempat kerja. 
c. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan 
lainnya. 
d. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, 
keluarga pengusaha atau teman kerja. 
e. Melakukan  sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan/atau 
kesusilaan di tempat kerja. 
f. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau 
membiarkan milik perusahaan dalam keadaan bahaya. 
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g. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan 
dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. 
h. Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan. 
i. Memalsukan identitas 
Hak-hak para pekerja yaitu : 
1. Mendapat upah pokok dan uang transpor per bulan sebesar Rp. 510.000,- 
dengan tunjangan insentif Rp. 100.000,- per bulan (Pasal 1). 
2. Gaji karyawan yang telah disepakati akan dibayar pada awal bulan dengan 
perhitungan satu bulan sebelumnya 
3. Mendapat JAMSOSTEK dengan hak-haknya atas : (Pasal 5) 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi bulanan ditanggung oleh 
Perusahaan  
b. Jaminan Kesehatan (JKS), Premi bulanan ditanggung oleh 
Perusahaan   
c. Jaminan Hari Tua (JHT), Premi 3,7% ditanggung oleh perusahaan 
dan 2% ditanggung oleh karyawan. 
4. Mendapat waktu istirahat antara 1 (satu) sampai 2 (dua) jam per hari dan 
istirahat mingguan serta libur resmi atau hari raya (Pasal 2). 
5. Memperoleh cuti tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapatkan upah 
setelah bekerja pada perusahaan selama 12 bulan terus menerus tanpa 
terputus (Pasal 6). 
6. Mendapat uang pesangon uang penghargaan masa kerja, uang penggantian 
hak, uang pisah maupun uang penggantian hak atau pembayaran lainnya 
kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
7. Dapat mengakhiri perjanjian ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 
Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis atau satu bulan 
sebelumnya (Pasal 12). 
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Pengaturan perlindungan terhadap pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 
Bab X UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi beberapa aspek, 
yaitu: 
1. Aspek perlindungan terhadap penyandang cacat (pasal 67), anak (pasal 68-
75), perempuan (pasal 76), waktu kerja (pasal 77-85), keselamatan dan 
kesehatan kerja (pasal 86-87); 
2. Aspek pengupahan (pasal 88-98); 
3. Aspek kesejahteraan (pasal 99-101). 
Untuk perlindungan terhadap pekerja anak, perempuan dan penyandang 
cacat tidak akan penulis bahas karena PT Radite tidak mempekerjakan pekerja 
anak perempuan dan penyandang cacat.  
 Sebelum membahas perlindungan hukum bagi pekerja dalam 
pemborongan pekerjaan secara outsourcing pada PT PLN, kiranya dapat dilihat 
pelaksanaan kegiatan outsourcing yang dilakukan oleh PT PLN dengan PT Radite 
Kasih Julung Kembang adalah : 
1. Dasar penyerahan dan jenis pekerjaan 
 Jenis pekerjaan yang diserahkan kepada PT Radite Kasih Julung Kembang 
adalah pekerjaan pembacaan meter. Penyerahan pekerjaan dilakukan setelah 
ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan PT 
Radite Kasih Julung Kembang dengan nomor perjanjian 204. Pj. / 612 / D.JTY / 
2003. Perjanjian ini akan diperbaruhi bila mengalami perubahan ataupun 
penambahan sesuai kesepakatan para pihak yang dicatat dalam suatu amandemen. 
 Apabila dilihat dari jenis pekerjaan yang diserahkan, pekerjaan pembacaan 
meter merupakan kegiatan utama dari PT PLN (Persero). Ini dikarenakan 
pekerjaan pembacaan meter termasuk ke dalam usaha ketenagalistrikan sekaligus 
sebagai sumber pendapatan bagi PLN yaitu untuk mengukur biaya yang daya 
yang telah digunakan para pelanggan yang nantinya mempengaruhi besar kecilnya 
jumlah tagihan pelanggan.   Dengan demikian, jenis pekerjaan yang diserahkan ini 
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tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 
yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 
adalah pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama dan merupakan kegiatan 
penunjang perusahaan.  
2. Perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum 
 Yang termasuk berbadan hukum adalah PT dan Koperasi. PT Radite Kasih 
Julung Kembang merupakan perusahaan berbadan hukum, sesuai dengan akta 
pendirian nomor : 30 Tanggal 14 Bulan Oktober Tahun 1997 , yang dibuat di 
hadapan notaris Ida Sofiah, S.H. Dengan demikian PT Radite Kasih Julung 
Kembang telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 65 ayat (3) 
yang mensyaratkan bahwa perusahaan penerima borongan pekerjaan haruslah 
berbentuk badan hukum.   
3. Hubungan Kerja 
 Salah satu syarat penting dalam pemborongan pekerjaan (outsourcing) 
adalah adanya hubungan kerja yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang 
dibuat secara tertulis antara perusahaan penerima pekerjaan dengan para 
pekerjanya. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak para 
pekerja karena di dalam perjanjian kerja tersebut diatur semua ketentuan 
mengenai hak dan kewajiban dari perusahaan dan juga para pekerja. 
 Dalam kegiatan outsourcing yang berlangsung pada PT Radite Kasih 
Julung Kembang , hubungan kerja sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dilaksanakan dengan baik. Ini dapat dilihat 
dari adanya suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara perusahaan 
dengan semua pekerjanya. Perjanjian kerja yang dibuat itu didasarkan atas 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. Didalam perjanjian kerja tersebut 
diatur semua ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.  
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Pemberian perlindungan yang dilakukan PT Radite terhadap pekerjanya 
secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana tercantum dalam 
UU Ketenegakerjaan. Hal ini dapat dilihat bahwa PT Radite dalam memberikan 
perlindungan telah mengacu pada lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh 
menurut UU Ketenagakerjaan yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan 
kerja; perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang 
cacat; perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; 
serta perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan 
pengusaha.  
Perlindungan dan syarat-syarat kerja yang diberikan kepada para pekerja 
yaitu: 
a. Pekerja anak dan perempuan 
Jumlah pekerja yang dimiliki oleh PT Radite Kasih Julung Kembang 
sebanyak 210 orang, antara lain : 
- Unit Kerja Surakarta Kota : 29 orang 
- Unit Kerja Grogol   : 15 orang 
- Unit Kerja Manahan  : 30 orang 
- Unit Kerja Palur   : 15 orang 
- Unit Kerja Kartasura   : 24 orang 
- Unit Kerja Sukoharjo  : 40 orang 
- Unit Kerja Sragen  : 57 orang 
Pekerja yang berasal dari koperasi pensiunan PLN hanya berjumlah 30 
orang, dengan status hubungan kerja sebagai pegawai tetap seperti halnya 
dengan pekerja yang lain. Sehingga apabila terjadi pemutusan kerja maka 
akan mendapat pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yaitu Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Latar 
belakang pendidikan para pekerja ini ada yang lulusan sarjana dan juga 
lulusan SMA/STM. Umur minimal para pekerja adalah 23 (dua puluh tiga) 
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tahun. Dengan demikian tidak ada pekerja anak atau perempuan yang 
dilibatkan dalam pekerjaan dalam pekerjaan pembacaan meter di lapangan. 
  
b. Waktu Kerja 
Hari kerja yang berlaku adalah 6 hari kerja yaitu hari Senin sampai Sabtu, 
dengan jam kerja : 
- Hari Senin - Kamis mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dengan waktu 
istirahat satu jam dari pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB;  
- Hari Jum’at mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dengan waktu istirahat 
dua jam dari pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB; 
- Hari Sabtu mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB dengan waktu istirhat 
satu jam dari pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB. 
Jadi total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam untuk 6 (enam) hari kerja. 
Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai waktu kerja.  
c. Waktu istirahat dan cuti 
Dalam menjalankan pekerjaannya, para petugas ini diberi waktu istirahat 
selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam 
terus menerus. Istirahat mingguan diberikan sebanyak 1 (satu) hari yaitu 
hari Minggu. Pemberian cuti tahunan selama 10 (sepuluh) hari, khusus 
untuk hari raya besar keagamaan, para petugas bergantian melakukan 
pekerjaan. Pekerja yang tidak merayakan hari raya besar keagamaan 
tertentu akan menggantikan pekerja yang sedang merayakannya.   
d. Keselamatan Kerja 
Untuk melakukan pekerjaan pembacaan meter tidak begitu berbahaya, 
namun pihak PLN tetap menyediakan alat perlindungan diri bagi pekerja 
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sedangkan alat-alat kerja sebagian disediakan oleh PT Radite Kasih Julung 
Kembang dan sebagian lagi merupakan milik petugas sendiri. Selama ini 
belum pernah terjadi kecelakaan kerja dalam pembacaan meter. 
  
e. Upah 
Upah yang diberikan kepada pekerja terdiri dari : 
Gaji Pokok + Transport : Rp. 510.000,- 
 Tunjangan Insentif  : Rp. 100.000,-  + 
       Rp. 610.000,- 
  Jamsostek   : Rp.    10.200,-  
       Rp. 599.800,-  
Besarnya upah yang diterima pekerja sudah sesuai dengan Upah Minimum 
Kota Surakarta yang telah ditetapkan, dimana mulai Januari 2007 Upah 
Minimum Kota Surakarta adalah sebesar Rp. 590.000,-. Selain itu pekerja 
juga mendapatkan tunjangan hari raya tiap tahun. Namun mengingat 
pekerja/buruh yang bekerja di PT Radite sudah bekerja lebih dari satu tahun 
lamanya dan kebutuhan hidup sehari-hari semakin meningkat, seharusnya 
PT Radite memberikan kenaikan upah dan melakukan peninjauan upah 
secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan 
produktivitas sesuai dengan Pasal 92 UU No.13 Tahun 2003. 
f. Jamsostek 
Semua pekerja yang ada di PT Radite Kasih Julung Kembang sudah didaftarkan 
dalam program jamsostek. Program jamsostek yang didaftarkan untuk para 
pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. 
Khusus untuk jaminan hari tua iuran bersamanya ditanggung bersama antara 
perusahaan dengan pekerja , dimana perusahaan menanggung pembayaran iuran 
sebesar 3,7% sedangkan 2% dari pekerja. Jaminan pemeliharaan ini tidak hanya 
berlaku untuk para pekerja saja tapi juga berlaku untuk keluarga pekerja, yaitu 
untuk istri dan 3 (tiga) orang anak. PT Radite memang sudah mendaftarkan 
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pekerjanya dalam program jamsostek namun ada satu program yang tidak diikuti 





 Pelaksanaan pola-pola outsourcing di tubuh PLN sudah berlangsung sejak 
lama bahkan sejak didirikannya PT PLN (Persero). Kebijakan melakukan sistem 
outsourcing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan tetap mengacu pada 
kualitas hasil pekerjaan secara optimal. Ada beberapa jenis pekerjaan yang 
biasanya dilakukan secara outsourcing seperti pencatatan meter, dinas gangguan, 
bongkar rampung dan lain sebagainya. Pekerjaan ini biasanya di outsource-kan 
pada kontraktor listrik, yang selama ini telah menjadi rekanan PLN. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
penulis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Hak dan Kewajiban PT PLN (Pesero) dan PT Radite Kasih Julung Kembang 
yang dimuat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing 
adalah : 
a. Secara teknis  
- PT Radite wajib melaksanakan pekerjaan borongan dari PT PLN sesuai 
jadwal yang dibuat oleh PT PLN dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan 
- PT PLN berhak mengkoordinir pekerjaan yang akan diserahkan kepada 
petugas dari PT Radite Kasih Julung Kembang 
- PT Radite wajib melengkapi pekerjanya dengan seragam dan identitas 
resmi PT Radite 
b. Secara Administrasi 
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- PT Radite wajib memberikan laporan berkala sesuai dengan permintaan 
PT PLN 
- PT Radite Menjamin kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi 
berkaitan dengan perjanjian dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak 
lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PLN 
c. Secara Sosial 
- PLN memberikan penghargaan kepada rekanan apabila dinilai 
menunjukkan prestasi yang baik, berupa Pemberian kesempatan kepada 
satu atau beberapa orang untuk mengikuti pelatihan dan atau kursus 
keahlian dibidang kelistrikan yang terkait dengan pencatatan meter dan 
Pemberian tambahan pekerjaan yang memungkinkan dapat dilaksanakan 
oleh rekanan 
d. Secara Ekonomis 
- PT PLN wajib membayar uang jasa pemborongan kepada PT Radite sesuai 
kesepakatan dalam perjanjian 
2.  Bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara outsourcing antara PT 
PLN (Persero) dengan PT Radite Kasih Julung Kembang Surakarta, pekerja 
sudah memperoleh perlindungan hukum yang pasti karena mengacu atau 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan. 
B. Saran 
1. Bagi Pemerintah : 
Perlu dibuatnya suatu ketentuan yang mengatur masalah outsourcing sehingga 
jelas pengertian, syarat, aturan serta batasan-batasan pekerjaan yang dapat di 
outsourcing mengingat praktek outsourcing sudah sangat banyak terjadi. Dan 
perlu dibuatnya suatu aturan atau undang-undang yang dapat melindungi para 
pekerja outsourcing mengingat banyaknya pekerja outsourcing yang 
merupakan pekerja kontrak. 
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2. Bagi PT PLN (Persero) : 
Harus memperhatikan apakah jenis pekerjaan yang diserahkan untuk 
dilakukan secara outsourcing suadh sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang ketenagakerjaan atau tidak dan lebih meningkatkan 
pengawasan terhadap perusahaan rekanan dan lebih profesional dalam 
memilih perusahaan outsourcing yang akan menjadi rekanan. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari adanya praktek-praktek outsourcing yang 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Bagi PT Radite Kasih Julung Kembang : 
Akan lebih memacu kinerja karyawan apabila PT Radite Kasih Julung 
Kembang  menaikkan upah para karyawan dan memberikan bonus pada 
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